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Pemerintah Baru Perlu Siapkan Skema Pemblayaan untuk Petani

J. Edo Nur Karensa

JAKARTA ~ Presiden terpilih
Joko Widodo perlu menyiapkan
skema pembiayaan untuk sektor
pertanian. na ini, petani sulit
mendapatkan pembiayaan karena
tidak feasible bagi perbankan.

Pemerintah baru menytapkan
langkah-langkah nyata untuk men-
dunm), sektor pertanian. Pengamat

ai skema pem n untuk
petani dan infrastruktur dasar ada-
lah dua persoalan yang perlu dise-
lesaikan oleh pemerintah baru.

Hendri Saparini, Direktur Ek-
sekutif Centre of Reform on Eco-
nomics (CORE), mengungkapkan
bahwa pemerintah  baru  perlu
melakukan terobosan untuk men-
dorong tumbuhnya sektor pertani-
an. Selama ini, pertanian mengala-
mi stagnasi pertumbuhan, bahkan
tenaga kerja di bidang pertanian
semakin berkurang.
ada 2013, sektor pertanian
ya tumbuh 3,54% dan berkon-
tribusi 14,4% terhadap Produk Do-
mestik Bruto (PDB). Data Badan
Pusat Statistik menunjukkan bah-
wa jumlah rumah tangga perta-
nian pada 2013 sebesar 26,13 juta
keluarga. Dalam 10 tahun, rumah
tangga pertanian turun sebesar
5.04 juta keluarga.

Hendri menilai lambataya per-
tumbuhan sektor pertanian ini di-
sebabkan minimnya fasilitas pem-
biayaan yang tersedia bagi petani.
Untuk mengatasi  permasalahan
itu, dia mengusulkan agar pemerin-
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Lambatryya pertumbuhan sektor pertanian ini disebaban minimnya fasilitas pembiayssn yang tersedia bagi PEtant. s smws

tah menggunakan PT Bank BRI Tbk
(BBRI) untuk menyiapkan fasilitas
pembiayaan bagi petani.

“Bank BRI sudah punya infra-
struktur hingga tingkat desa, kepe-
milikan pemerintah juga masih
52%. Ini akan lebih efektif dari sisi
pengeluaran,” jelas Hendri kepada
IFT, akhir pekan lalu.

Dia juga mengusulkan agar
Undang-undang (UU) Nomor 1

Tahun 2013 tentang Lembaga
Keuangan Mikro ditinjau ulang.
Sebab, undang-undang tersebut
lum menjamin inklusivitas pem-
n, khususnya untuk sektor
anian.

Pemerintah baru juga peru me-
lakukan realokasi anggaran untuk
merangsang pertumbuhan sektor
n. Infrastruktur dasar per-
merupakan persoalan yang

pe
ta

pertama  dikerjakan
mendatang.

“Ada dana kemiskinan Rp 140
triliun. Kalau mau mengentaskan
kemiskinan, dana tersebut bisa di-
alihkan ke pertanian, tenaga keja
juga akan banyak terbuka,” kata
Hendri,

Joko Widodo menargetkan da-
lam empat tahun, pemerintah ba-
ru dapat menyelesaikan persoalan

pemerintah

mendasar seperti kepemilikan la-
han, luas lahan, ketersediaan pu-
puk, dan irigasi. Selain itu, dia ju-
ga menjelaskan pemerintah akan
membuat mekanisme baru untuk
menjaga harga jual komoditas per-
tanian dapat terjaga dengan baik.

“Ke depan program pemerintah
pusat perlu diarahkan karena 100%
karena ada kebutuhan petani yang
benar-benar rifl dan konkret,” kata
Jokowi

Tim Transisi

Pekan ini, Tim Transisi akan
mengadakan  pertemuan  dengan
Chairul Tanjung, Menteri Koordi-
nator Perekonomian, setelah per-
temuan pekan lalu di
lnin dengan Chairul
Tra juga akan bertemu dengan
Djoko anto, Menteri Koordina-
tor Politik, Hukum, dan HAM dan
Sudi Silalahi, Menteri Sekretaris
Negaru,

Chairul menjelaskan  bahwa
pintu masuk Tim Transisi hanya
melalui tiga Menteri yang (hlun)ul
tersebut, “Dalam gaya Pak SBY,
semua sudah centralized di pintu-
pintu yang sudah disediakan,” kata
Chairul

Dia juga menegaskan bahwa
pemerintah masih memiliki we-
wenang atas kebijakan-kebijakan
ng diambil hingga 20 Oktober,
Schingga, presiden h-rwhh dapat
melakukan penyesuaian kebijakan
setelah dilantik atau melalui me-
kanisme perubahan pada masa pe-
merintahan mendatang. @
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Presiden terpilih perlu menyiapkan skema pmbiayaan untuk sektor pertanian. Selama
ini petani, sulit mendapatkan pembiayaan karena tidak feasible bagi perbankan
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